
Dipindai dengan CamScanner

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpu li
Indoncnia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.
Nomor 2 J Tahun J 958 tentang Penetapan Undan r-Un
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain m ~.O nai
Pernbentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalim: ntr n JJ an
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara R publik lnd n in
Tahun 1956 Nomor 65, Tarnbahan Lernbarun N ~rru R publik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 00 t nt ng Keuangan
Negara (Lernbaran Ne 'ar, Rcpublik lnd n i Tohun 2003
Nomor 47, Tnrnbahan Lernbar H1 N~g r 1 Republik Indon ia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendt hara 0

Negara [Lembaran Negar Republik Indone ia T hun 2004
Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indone in
Nomor 4355);

Mengingat;

Menimbang: ntuk mink, annkrm k tcntuan Ps g;JI 7 P rat ur, n
P vin i Kalimantan Sclatan Nomor 4 Tahun 2

cn an ru ahan Anggnron Pcndapatan dan B lanja D~J h
Provin i Kalimantan Sclatan Tahun Anv ran 2020,
di riukan pcng aturan lebih lanjut rncngcnai Perija bar n
Pcrubahan Anggarnn P ndapa n dan Belanj D er h
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa bema rkan pcrtirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn
huruf a, pcrlu menctapkan Pcraturan Gubemur tentan
Penjabaran P rubahan An aran Pcndapatan dan Be nja
Daerah Provin j Kalimantan Sclatan Tahun Anggaran 2020~

DE ,A RAIIMAT TUHAN YANG MAffA ESA

(J ER R KAUMANTAN ELATAN,

PERATURAN GUBERNUR KAUMANTAN 'ELATA
NOMOR 0113 TAHUN 2020

TENTANO

PENJABARAN PERUBAHAN AN .OARAN PENDAPATAN DAN BE,tArl.l/\ OAEJ All
PR VIN I KALIMANTAN SEI..ATAN

TAJI N ANOOAHAN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
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,). Uudnng-Unrhuu; Nomor II; '1'/11.",) ~()()Il It;llf.Jtnp, "';fII~rlkHlH,n
Pcugclolnun do 11 '11'H1HJ~U "'~ • IIIWI! h J«(! uru W)Jll N,!W'm (IA:rIJ btmHJ
Nt'go rn I~epll"I 11< f IIdOlWIIIII 'I'ft J U11 ?,()()Il Nornor (;(J, 'I'MfJ f w hnn
Lctubn I'U n NeWU'fl I~cpll bll k Inrlon ~ollt Nornor 1'1 (JO);

). Undung-Undunn Nomor 2[3 'I'lit 1111 ~OOtl, tcntJtrJ~ I~j uern
Peron 'mUIl\J1 Pcmblll1f.{UnUII NIH,jollnJ (Lcrn! nnw N(~Yfirn
Rcpublik lndoneslr: 'I'nhun 200tl Nomor 10'1, Tamt ahan
Lcmbnrnn N }I uru I cpublik Indnncuiu Nomor '1'121);

7. Undung-Undnng Nomor 33 'l'uhun 200tl tentang Pcrimbungnn
Keuangun Anturu Pcmerintah Pusut dun Pcmcrin! ..ahan Ducrah
(Lcmbnrun Ncgnru Republik Indonouia 'I'nhun 200'1 Nornor J 26,
Tambuhan Lcmburun N gum Rcpublik Indonenin Nomor 441R);

8. Undang-Undung Nomor 12 'l'ahun 20 I 'J tcntang Pernbcn u~n
Pcraturan Pcrundnng-undungun (Lcmharan Ncgara R .publik
Indonesia Tuhun 2011 Nornor 82, Tomb han Lernbaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagairnana tclah diubah
dcngan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 tcntang
Perubahan Atas Undong-Undang Nornor ]2 Tahun 20] J tcntang
Pembcntukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lernbaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcrncrintahan
Daerah [Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lcrnbaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang ..Undang NomOT 1
Tahun 2014 tentang Pernilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vims
Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
darr/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014 ten tang
Pengelolaan 8arang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

20. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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21. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan Zatau Menghadapi Ancam an yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonorni Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2020 tentang Peru bah an Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pe1aksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional darr/atau Stabilitas
Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 33);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubab beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);
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27. Pcraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor ]9 Tahun 2016 tentang
Pedornan Pcngclolaan Barang Milik Daerah [Berita Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8eJanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1952);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaJikota
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubah an Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007
Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4
Tahun 2020 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2020 Nomor 4);

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nornor 075
Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 75);
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Rp39 1.0" ...954.0 )J ,00Jumlah Penerimann setelnh Perubnhun

Rp 350.000.000,000,00
Rp

3. Pernbiayaan:
a. Penerirnaan

1) Scmula
2) Bertarnbah

(Rp3 1.042.954.0 1,00)Surplus/ (Defisit)setelah Perubahan

Rp7.072.21 .770.895,00Jumlah Belanja

.000,00
3.105,00

2. Belanja:
a. Sernula
b. Berkurang

Rp . 81. 17 ).81 >.83'l,00Jumlah Pcndnputan setelah Perubnhnn

Rp7.230.90S.1 )4.000,00
Rp 549.728.3'17.1.>(),OO

a. Sernula
b. Bcrkurang

Pll~ \1 I
Perubahnn Anggnran P ndnputnn dun U IIH\in Ducrnh p,'ovinHi Kulimnntnn .lntnn
Tahun Anggarnn 2020 dcngnn Pcndnputun lx rjumluh I{p(). ,B 1.11 ).B I ),14:)'1,00dnn
Belanja bcrjumlnh Rp7.072.21 .770.895.00 s hiuAAH menjndl I)cnuit ueh urr
(Rp39 1.042.954,061,00) dcngun rin inn · hugni b rikut:
diubah sebagai bcrikut:
1. Pendapatan:

PEI~ATURJ\N U1JI£I~NUI~TrtNTANO PI',N,'AIJAf~AN "f';I~lJnAIIAN
ANOOARAN PI~.NIAPATAN I AN IUII.AN,'A IM,·,,.A' I PI~ )VINHI
KALIMANTAN "El..ATANTAIIUN AN lOAIMN 2020.

Mcnetapkan:

MFMtrrU~I\AN:

:H, 1\-"1\(""'" U"ht"""I' 1~1I111t1"ItI"" If I"ttlll Nt'HIIlt' 0"0
"'1\1\\11\ ",0\0 tt'l\lnlll It(lql"hll"lfl "nU~"'II" ",'lI(lJqll"""
vlnu Ikll",lu Dlll'mil I'H vlnu] I ,,1I,flIIIIIII" flt 1"'1'"
'1'1\1\\,,, I\"'.J{I"'''' :.m~~o(I'(1Ii'" 1>II(II'IIh "rovl .. tl J ,.11",11"'41"
'("11\("" 'I',lI" 11\ '''0 I q Numur no) fI(lh"W"'lHlflli It I"h dlllll/.h
I d 1'1\1" I "II. t ,,,'<hll' dr't"un Pr.",,,..,.,, 0 ..1" r nur 1<"II'"/II"tll'
,~('ll\t:\" NtHUt'" on' 'l'uhun ~!(l'.Wtf'lttlll'H ,.(1, "",.""" I<':f"l"h
AtH~ I'crutuf:\1\ 1,,1 (1"'''''' I,,,n,,,,,,,,,,,, ~lf'Jlltll" NO',HI, Ot,C)
1',,1\\\1\ ..W t~) k"I""K I'{~t ,,,htu'un AI\~P'''I'''" I'nueilip .1/1"
dl\1\ U Int\ju 1IIr"" It I'mvltwl I{" II'III'" I"It t klu, IIII
Tuhun AHPJ-tlm'" ~H),.W (Ikdt" Illlrl',,1\ Pwvlnt1i Kulhu/H"JlI,
Sclntun 'l'nhun '..~utl0 Numur HI),
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Pasal4
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan:
a. penge1uaran yang belum tersedia anggarannya darr/atau pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBDTahun Anggaran 2020;
b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, danl atau antar

jenis belanja dalam satu SKPDdan Iatau antar SKPD; dan
c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan

tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus
tercapai.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi

ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah
dan Iatau meningkatnya belanja daerah secara signifikan;

b. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, darr/atau yang
berdampak sosial apabila belanja yang tersedia tidak mencukupi danj'atau
belum tersedia anggarannya;

c. perubahan Nomenklatur perangkat daerah; danl atau
d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dan/atau
menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah seperti:

1) program dan kegiatan yang merupakan arahan dari pusat;
2) pelayanan tamu pimpinan yang belum teranggarkan dan atau yang tidak

mencukupi anggarannya; dan

3) kegiatan koordinasi yang belum dianggarkan namun bersifat strategis
dan atau mendadak.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan langkah-Iangkah kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal2
Penjabaran Peru bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci Iebih lanjut
dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini.

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan RpO,OO

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp391.042.954.061,OO

RpO,OOJumlah Penge1uaran setelah Perubahan

RpO,OO
RpO,OO

b. Pengc1uaran
1) Scmula
2) Bertarnbah
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Diundangkan diBanjarbaru
pada tanggal 12 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

.:»:RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SElATAN
TAHUN 2020 NOMOR 113

RUDY RESNAWAN

KALIMANTAN SELATAN,

Ditetapkan eli Banjarmasin
pada tanggal 12 Oktober 2020

Pasal 5

Peraturan Gubernur inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.
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